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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan jawaban dari rumusan masalah 

yaitu  

1. Pengelolaan keuangan Desa Lawalu secara administrasi telah berjalan 

dengan baik yakni mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. 

Semua proses ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Lawalu dalam 

mengelola keuangan Desa yang bersumber dari Dana Transfer yaitu Dana 

Desa dan Alokasi Dana Desa. 

2. Secara Rill penggunaan keuangan Desa Lawalu belum memenuhi 

kebutuhan desa secara menyeluruh karena beberapa faktor antara lain 

faktor penghambat yaitu sumber daya manusia/skill dari Aparat Desa 

kurang memadai dalam hal penguasaan terhadap teknologi komputer dan 

komunikasi masyarakat yang kurang mampu dalam mengutarakan 

pendapat didepan umum dalam hal ini MusrenbangDesa.  

6.2 Saran  

1. Pengelolaan Keuangan Desa ini sudah sesuai tetap dipertahankan untuk 

kelanjutan/kontinuitas dari pelaksana program.  

2. Pelatihan bagi Aparat Desa dalam penggunaan Teknologi Komputer.  

3. Pemerintah Desa mengadakan pelatihan publik speaking dan keterampilan 

kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan diri. Masyarakat 

sering dilibatkan dalam kegiatan di desa dan mendengarkan pendapat. 
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